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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebuah akad yang dutujukan untuk membina rumah tangga biasa disebut 

dengan Nikah atau Kawin. Perkawinan sendiri dakam literatur bahasa arab 

disebutkan dengan dua jenik kata yakni nakah dan  zawaj kedua kata ini ada dalam 

al-quran dan hadist nabi yang mana keduanya memiliki arti perkawinan, selain itu 

kedua kata nikah dan perkawinan adalah kata yang lazim digunakan pula di 

indonesia dalam menyebutkan prosesi melakukan ikatan rumah tangga.1 

Dilakukannya perkawinan tentu memiliki sebuah tujuan salah satu tujuan 

sederhananya adalah agar terjadinya kehalalan dalam melakukan hubungan suami 

istri guna menghasilkan keturunan. Selainitu guna mebatasi hubungan yang 

memang dilarang sebelum terjadinya perkawinan. Pernikahan dalam Al-quran 

disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 yakni sebagai berikut :   

  ۚ

  ۚ   ٓ   ۚ  

 “Dani jika ikamu khawatir itidak akan imampu berlaku iadil terhadap (hak-

ihak) iperempuan yatim i(bilamana ikamu menikahinya), imaka nikahilah 

iperempuan (lain) iyang kamu isenangi: idua, itiga atau iempat. iTetapi jika 

ikamu khawatir itidak akan imampu berlaku iadil, imaka (inikahilah) iseorang 

saja, iatau hamba isahaya perempuan iyang kamu imiliki. iYang demikian iitu 

lebih idekat agar ikamu tidak iberbuat zhalim.” 2
 

 

 
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 

35.  
2 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019), Q.S. Al-Nisa ayat 3. 
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Berdasarkan ayat diatas dapat kita fahami bahwa menikah merupakan perkara 

yang diperbolehkan bahkan diperbolehkan menikahi 4 orang perempuan bagi laki-

laki yang dapat berlaku adil, namun hal itu hanyalah sebuah pilihan yang 

disandarkan pada konsekwensi sikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin. 

Rumah tangga yang dilakukan dengan didasari niat beribadah maka akan menjadi 

ibadah, salah satu nilai ibadah yang terkandung didalam rumah tangga adalah saling 

menjaga kehormatan serta menjalankan kewajiban dan haknya demi menjaga 

keutuhan rumah tangga. Pernikahan sudah seharurnya dilakukan dengan cara yang 

baik, yang dimulai dengan dilakukanyya akad perkawinan menurut agama islam.3 

Setelah dilakukannya akad  dalam perkawinan, maka hak dan kewajiban 

antara suami istri secara otomatis melekat menyertai kehidupan rumah tangga 

mereka. Pada dasarnya perkawinan bukahlah hanya sebatas ikatan hubungan dua 

orang antara suami dan istri, namun lebih jauh dari itu ada dua belah keluarga yang 

ikut dipersatukan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, sehingga imereka 

menjadi iintegral dalam isegala urusan isesamanya dalam imenjalankan kebaikan 

idan mencegah isegala ikejahatan. iSelain itui, dengan ipernikahan, iseseorang akan 

iterpelihara dari kebinasaan ihawa nafsu, isebagai mana itelah dikatakan iRasulullah 

SAW. : 

 

“Hai ipemuda-pemuda, ibarang isiapa idi iantara ikalian iyang imampu iuntuk 

menikah, imaka imenikahlah, idan ibarang isiapa iyang itidak imampu inikah, 

 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 

41 
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ihendak ilah idia iberpuasa, ikarena idengan ipuasa ihawa inafsu iakan 

iberkurangi”. i (H.R. Bukhari)4 

iUndang-Undang iNomor 1 iTahun 1974 itentang perkawinan, peraturan 

ipemerintah Nomor i9 Tahun i1975 tentang ipelaksanaan, idan Kompilasi iHukum 

Islam, tidak imenggunakan kata iNikah dan iPernikahan, itetapi menggunakan ikata 

Kawin idan Perkawinan. Hal itersebut berarti ibahwa makna inikah dan ikawin 

berlaku iuntuk semua iyang merupakan iaktivitas pertumbuhan. Karena ikata nikah 

adalah ibahasa iArab, isedangkan Kawin iadalah bahasa Indonesia.5 

Undang-Undang iNomor 1 iTahun 1974 imenjelaskan masalah iperkawinan, 

imeski semua iitu tidak iditujukan khusu iuntuk orangi-orang iberagama Islam isaja, 

imelainkan berlaku iuntuk semua iwarga negara iIndonesia, namun masalah 

iperkawinan itu sendiri yang imenjadi landasan betapa pentingnya idan dibutuhkan 

akan ipembentukan Undangi-Undang ini. iSeperti yang idisebutkan pada iPasal 1 

Undang-undang iNomor 1 Tahun i1974 tentang ipengertian perkawinan, ibahwa 

yang dimaksud idengan perkawinan ialah iikatan lahir batin iantara seorang ipria 

dan seorang iwanita sebagai isuami isteri idengan tujuan imembentuk keluarga i 

(rumah itangga) yang ibahagia dan ikekal berdasarkan iKetuhanan Yang iMaha Esai. 

Jo pada Pasal i2 iayat (1) iberbunyi bahwasannya iperkawinan adalah isah, iapabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya iitu.6  

iSedangkan menurut iKompilasi Hukum iIslam yang itercantum dalam iPasal 

2 ibahwasannya perkawinan imenurut hukum iIslam, iyaitu akad iyang sangat ikuat 

 
4 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Matan al-Bukhori bi Hasyiah as-Sindi 

(Jilid 3),(Indonesia: al-Haromain), hlm.238. 
5  Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm 10.  
6 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; 

Hukum Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, hlm. 324 
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atau imitsaqan ghalidzan iuntuk mentaati iperintah Allah idan melaksanakannya 

imerupakan ibadahi. Jo ipada Pasal i3 dikatakan ibahwa perkawinan ibertujuan 

untuk imewujudkan kehidupan irumah tangga iyang sakinah, imawaddah, dan 

irahmah.7 

iBerdasarkan yang itercantum dalam iPasal 1 idan Pasal i2 ayat i(1) 

UndangUndang iNomor 1 iTahun 1974 itentang perkawinan, iserta dalam 

iKompilasi Hukum iIslam Pasal 2 idan Pasal 3, iyang telah idisingung di atas, idapat 

disimpulkan imaksud dan itujuan dari iperkawinan itu isendiri. iMaksud dari 

iperkawinan adalah ibersatunya seorang ilaki-laki dan iseorang perempuan iyang 

telah imelangsungkan akad iserta dan imenimbulkan ikatan ilahir dan ibatin diantara 

imereka berdua iyang tidak idapat diputuskan ibegitu saja, serta iakan imerubah 

status imereka bagi iseorang lakii-laki imenjadi suami, idan bagi iseorang 

perempuan imenjadi istri. 

Perkawinan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah jika dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh orang yang akan menikah. Jika 

orang yang akan menikah beraga islam maka harus adanya ijab dan qobul saat 

dilakukannya akad. Ijab berarti penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak 

istri sedangkan qobul adalah penerimaan yang diucapkan oleh pihak suami. Selain 

ijab qobul akad juga memiliki beberapa syarat lain seperti syarat jadi, syarat 

terlaksana, syarat sah dan syarat wajib.8 Sedangkan dalam iperkawinan, iharus ada 

iakad yang ijelas dalam ibentuk ijab idan qabul iantara calon imempelai pria idan 

 
7 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; 

Hukum Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, hlm. 327. 
8 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. Fiqh Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 127. 
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wali idari calon imempelai wanitai. Ijab iqabul merupakan isyarat yang ipaling 

pokok idalam perkawinan ibagi kedua icalon mempelai iyang akan imelangsungkan 

ikatan iperkawinan.9 

iPerkawinan adalah isah, iapabila dilakukan imenurut hukum masing-masing 

iagamanya dan ikepercayaannya (Pasal 2 ayat 1), ipada ayat iselanjutnya 

menyebutkan ibahwa: “Tiap-tiap iperkawinan dicatat imenurut peraturan 

iperundang-undangan iyang berlaku” (Pasal i2 ayat 2).10 iMerujuk kepada Pasal 2 

iayat (1) idan ayat (2) iyang menentukan bahwa isuatu perkawinan iharus dilakukan 

menurut ihukum masingi-masing iagamanya dan ikepercayaannya, iserta 

dicatatkan imenurut peraturan iperundang-iundangan iyang berlaku, maka 

iketentuan ini imerupakan suatu kesatuan iyang tidak idapat dipilah. Apabila ihanya 

memenuhi isalah satu iketentuan sajai, maka iperistiwa perkawinan itersebut belum 

imemenuhi unsur ihukum yang isesuai dengan iUndang-Undang iyang iberlaku. 

iAkibat perkawinan iyang tidak itercatat sendiri imempunyai dampak iyang 

sangat imerugikan baik isecara hukum iatau sosial ibagi seorang iistri dan ianak yang 

iterlahir dari iperkawinan tersebuti. Secara ihukum, iperempuan tidak idianggap 

menjadi iistri yang isah, idan tidak iberhak atas inafkah dan iwarisan dari isuami jika 

imeninggal duniai. Selain iitu tidak iakan ada ipembagian harta igono-igini apabila 

iterjadi perceraian, ikarena secara ihukum yang iberlaku perkawinan itersebut 

dianggap itidak pernah iterjadi, serta ianak yang idilahirkan dalam iperkawinan 

 
9 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm 67. 
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, . Fiqh Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2015),. Hlm 325. 
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tersebut idianggap anak itidak sah iyang menjadi itidak ada iikatan perdata idan 

nasab ipada ayahnya.  

iKehadiran Pasal 2 iUndang-Undang Perkawinan, imemberikan bukti ibahwa 

agama itetap dijadikan ipatokan untuk imenentukan suatu iperkawinan itu isah atau 

itidak. iAgama menjadi itolak ukur untuk isebuah keabsahan idalam perkawinan, 

iserta sudah ipasti setiap agama yang idipeluk warga indonesia mempunyai 

iprosedur yang itidak sama.  

iTerbukti dari ibanyaknya pelaksanaan iperkawinan pada ilingkungan 

masyarakat, ikhususnya yang iberagama Islam idalam pelaksanaan perkawinan 

imasih banyak iyang melakukan ipraktek perkawinan idi bawah itangan atau iyang 

sering idikenal dengan ikawin siri, idengan praktek imelakukan perkawinan idengan 

ketentuan iagama namun itidak melakukan ipencatatan perkawinan isebagai mana 

iyang telah idiatur dalam iUndang-Undang iPerkawinan Pasal i2 ayat (2).11 

iPerkawinan dibawah itangan sendiri iyang masih isering terjadi idi ligkungan 

imasyarakat, iserta menjadi ituntutan mereka iuntuk mendapatkan isalina akta inikah 

yang imemang sangat idibutuhkan oleh mereka idan dituntut untuk imemilikinya, 

mendorong imereka untuk dapat imemenuhi administasi yang imereka lewatkan 

kala imelaksanakan perkawinan secara isiri dulu, dengan imelakukan pengajuan 

ipenetapan perkawinan (iisbat nikah), isebagaimana telah diatur dalam iKompilasi 

Hukum Islam iPasal 7. 

 
11 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 

39. 
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Namun ifakta yang penulis itemukan di iKecamatan Cililin iKabupaten 

Bandung Barat Baratiterjadi penikahan idengan Pengulangan iijab qobul 

iperkawinan untuk ikedua kalinya yang ditujukan agar mendapatkan legalitas 

perkawinan. Berdasarkan keterangan dalam wawancara peneliti dengan amil di 

Kecamatan Cililin Bandung Barat, menjelaskan bahwa di kecamatan Cililin masih 

banyak terjadi perkawinan sirri. Dalam kurun waktu 2019-2022 terdapat sekitar 26 

orang yang melakukan  pernikahan sirri. Kegiatan nikah sirri yang dilakukan 

tentunya tidak mempunyai legalitas yang jelas karena tidak mendapatkan dokumen 

pernikahan dari KUA setempat. Untuk mengatasi hal tersebut banyak dari pasangan 

nikah sirri melakukan pengulangan akad nikah dengan dilakukan dengan 

mendaftarkannya ke KUA Cililin agar bisa memperoleh legalitas dalam 

perkawinannya.12 Hal tersebut idilakukan karena imereka tidak iingin mengajukan 

iisbat nikah ike Pengadilan iAgama, sebagai ipengganti dari iisbat nikah ipasangan 

tersebut melakukan ipengulangan akad nikah atau tajdid inikah, iagar bisa 

mendapatkan isalinan akta inikah bagi imereka yang itelah melakukan iperkawinan 

siri isebelumnya.  

iPerkawinan sirri iyang terjadi idi Kecamatan Cililin dilaksanakn saat mereka 

belum mencukupi batas minimal usia menikah dalam pelaksanaan nikah sirri 

mereka dipersaksikan ioleh tokoh imasyarakat, isetelah mereka imelangsungkan 

pernikahan ibeberapa waktu barulah ipasangan tersebut imenyadari akan 

ipentingnya melakukan ipencatatan pernikahan. iAgar dapat idicatat dan imemiliki 

akta inikah karena ipada pernikahan itersebut tidak iada bukti iyang menyatakan 

 
12 Wawancara Dengan Amil Kecamatan Cililin  
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ibahwa mereka itelah menikah iseperti yang idiatur oleh Undang-undang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat imenyadari pentingnya 

imempunyai akta inikah untuk imelindungi hak imereka dan anak. 

Sesuai idengan regulasi iyang berlaku, ibagi pernikahan sirri iyang ingin 

imendapatkan legalitas hukum imaka harus melakukan iisbat nikah ke pengadilan 

Agama.13 Namun dengan ialasan tidak ada ibiaya dan tidak iingin kesulitan 

mengurusi administrasi persidangan isbat nikah, pasangan tersebut melakukan 

isnisiatif untuk melakukan pernikahan ulang dengan mengajukan pernikahan 

dihadapan pegawai KUA Cililin Kabupaten Bandung Barat. 

iBerdasarkan hal itersebut penulis itertarik dan merasa perlu untuk meneliti 

praktik pengulangan iijab qobul iperkawinan pada ipasangan perkawinan isiri dan 

iimplikasi hukum iyang timbul idari tindakan itersebut, fenomena ipengulangan ijab 

iqobul yang imenjadi pilihan beberapa pasangan sehingga tidak perlu mengajukan 

isbat nikah untuk mendapatkan legalitas perkawinan. hal ini yang mendasari penulis 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika yang terjadi di  Kecamatan 

Cililin Kabupaten Bandung Barat, maka penulis tuangkan rencana penelitian tesis 

dengan Judul: Praktik Pernikahan Ulang Pasangan Nikah Sirri Tanpa Isbat Nikah 

(Studi Kasus Di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat). 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 
13 Wawancara Dengan Amil  Kecamatan Cililin 
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 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas maka 

peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yang kemudian akan menjadi 

fokus pembahasan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diangkat 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya praktik pengulangan akad nikah 

pada pasangan nikah sirri  di  Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat? 

2. Bagaimana keabsahan pernikahan dengan dua kali akad yang terjadi di 

Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ? 

3. Bagaimana implikasi hukum terhadap penikahan dengan dua kali akad yang 

terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Barat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukanya penelitiann ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis latar belakang terjadinya praktik pengulangan akad 

pada pasangan nikah sirri  di  Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. 

2. Untuk menganalisis keabsahan pernikahan dengan dua kali akad yang 

terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. 

3. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap terhadap penikahan dengan 

dua kali akad yang terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat 

Barat. 

D. Kegunaan Penelitian 

 1. kegunaan teoritis 
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Kegunaan teoritis  dari hasil penelitian ini adalah menjadi sebuha sumbangsi 

dalam ilmu pengetahuan yang bebasis hukum keluarga, serta besar harapan hasil 

dari penelitian ini menjadi bahan dalam penelitian penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam guna kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

hukum. 

2. kegunaan praktis 

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat mnejadi bahan 

masukan dan pertimbangan husunya bagi KUA Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung Barat dan umumnya bagi masyarakat umum. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, 

dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang 

ada dan yang belum ada.14  Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan peneliti 

ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang 

membahas mengenai ijab qobul dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut : 

1. Ahmad Fauzi, yang berjudul “Pengabulan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama 

Kuala Kurun”. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana 

Program Studi Magister Hukum Keluarga, Tesis 2021. Dalam hasil 

penelitiannya ditemukan bahwa  Kewenangan hakim dalam menegakkan 

hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

 
14 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm 58. 
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Kehakiman pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksadan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadamya dengan dalih 

bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, 

mengadili dan memberi keputusan. Hakim diberikan kewenangan yang 

dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya pada 

suatu perkara, tetapi pada akhirnya hakim harus mempertimbangkan dampak 

keputusannya tersebut terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta bagi 

orang yang berperkara, termasuk perkara isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri 

dengan berwali hakim mantan pembantu penghulu.15 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah sama sama membahas mengani isbat nikah , namun yang menjadi 

pembeda adalah dalam penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis dari 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. sedangkan 

dalam penelitian yang penulis susun akan mebahas mengenai  tinjauan 

pernikahan ulang untuk memperoleh legalitas perkawinan tanpa melakukan 

isbat nikah. 

2. Raudhatul Hasanah, “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Di 

Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan”. Tesis 

2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim 

 
15 Ahmad Fauzi, yang berjudul. Tesis, 2021. “Pengabulan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama 

Kuala Kurun”. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (Program Studi Magister Hukum 

Keluarga) 
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mengabulkan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur adalah beradasarkan 

pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum (status anak dan harta dalam 

perkawinan), keadilan, fakta hukum dan kemudharatan bagi pasangan suami-

istri. Terhadap pertimbangan hakim, ada yang patut di kritik baik dari segi 

metode, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Perkawinan, 

serta pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah di bawah umur. Penulis 

mengkritik sikap hakim yang mengabulkan isbat nikah di bawah umur karena 

seorang hakim diharapkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan 

permohonan yang diajukan kepadanya, daya cipta seorang hakim sangat besar 

pengaruhnya oleh karena menemukan hukum dengan melalui cara penafsiran 

memerlukan kreativitas yang tinggi. Penemuan hukum oleh hakim ke dalam 

dua jenis, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi, dan sesuai dengan 

analisa politik hukum arah kehendak tersebut, bahwa antara keadilan yang 

dikehendaki oleh suatu regulasi, apakah lebih menekankan keadilan substansi 

atau justru lebih mengabdi kepada keadilan prosedural. Seharusnya dalam 

tatanan konsep filosofis hukum, keadilan prosedural mengabdi kepada keadilan 

substansi, dikarenakan keadilan prosedural merupakan konseptual dari keadilan 

substansial. Selain itu keadilan prosedural sebagai ranah pragmatis hukum 

secara operasional dalam menegakkan hukum ditengah pencari keadilan, agar 

lebih matang, flexibel untuk mewujudkan konsep hukum substansi dalam 

memberikan keadilan oleh sebab itu untuk memenuhi rasa keadilan tersebut 

hakim dalam pertimbangan keputusannya harus memenuhi rasa keadilan dan 

kemamfaatan.qaidah fiqhiyah maqashid syari‟ah untuk kemaslahatan kedua 
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belah pihak mengingat pentingnya buku nikah untuk mengurus administrasi 

negara yaitu akta kelahiran.16  

Dalam tesis diatas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni 

pembahasan mengani isbat nikah dalam pernikahan sirii. Yang menjadi 

pembeda adalah penelitian penulis akan membahas lebih mendalam tentang 

pernikahan sirri namun tidak dilakukan isbat nikah akan tetapi dilakukan akan 

ulang dengan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. 

3. Rahmad Jatmika, “Isbat Nikah Massal tahun 2011 di Pengadilan Agama 

Wonosari”. Tesis 2011. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan 

Itsbat nikah dilakukan dengan alasan, perkawinannya belum dicatatkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan dari pengajuan itsbat nikah tersebut adalah 

untuk mendapatkan akta nikah, yang merupakan payung hukum dalam hal 

perkawinan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama 

Wonosari adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang 

berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” Maksud 

dari Pasal tersebut adalah mereka yang tidak memiliki hubungan nasab, susuan, 

dan lain-lain untuk dinikahkan. Sehingga itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan 

Agama Wonosari yang didaftarkan secara massal tidak bertentangan dengan 

hukum Islam maupun Undang-undang.17 

 
16 Maskuni, Tesis 2018. Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi 

Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan, (Magister Hukum Keluarga, Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya) 
17 Rahmad Jatmika, Tesisi, 2011. Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama 

Wonosari, (Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah) 
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Yang menjadi persamaan pembahasan adalah dalam pembahasan mengenai 

isbat nikah. namun peneliti dalam penelitiannya akan analisis praktik 

perkawinan sirri memperoleh legalitas tanpa dilakukannya isbat nikah.  

4. Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”, Tesis 2015. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah 

perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum 

berlakunya UUP. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya 

Undang-undang Perkawinan tidak bisa dikabulkan karena dikhawatirkan 

pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap 

perkawinan setelah Undang-undang Perkawinan dikabulkan. Akan tetapi 

terdapat pengecualian terhadap isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang 

Perkawinan yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam 

yakni isbat nikah dapat diajukan di pengadilan berkenaan dengan adanya 

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 18 

Peneitian terdahulu diatas memiliki kesabaan dengan penelitian penulis, namun 

pembedanya adalah penelitian penulis akan lebih melakukan analisi terkait 

perkawinan sirri dengan dua kali akad guna memperoleh legalitas perkawinan. 

5. Imam Mawardi berjudul "Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Bantul". Tesis 2006. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan 

yang memenuhi unsur serta persyaratannya dalam Islam tetapi belum dicatatkan 

 
18  Nuril Farida Maratus, Tesis 2015. “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”, (Yogyakarta : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga) 
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pada instasi yang berwenang maka dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. 

Isbat nikah sirri dilakukan sebagai upaya jaminan dan kepastian hukum kepada 

masyarakat.19 Yang menjadi pembeda dengan peneitian lakukan adalah analisi 

terhadap cara mendapatkan kepastian hukum pernikahan tidak tercatat. Jika 

penelitian terdahulu menganalisis kearah isbat nikah untuk mendapatkan 

legalitas, berbeda hal dengan penelitian penulis yakni lebih mengarah ke 

analisis praktik nikah ulang untuk mendapatkan legaltas perkawinan.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

 iAllah SWTi. mensyariatkan perkawinan idan dijadikan dasar iyang kuat bagi 

kehidupan imanusia karena adanya ibeberapa nilai yang tinggi idan beberapa tujuan 

iutama yang baik bagi imanusia, makhluk yang idimuliakan Allah SWT. iUntuk 

mencapai kehidupan yang ibahagia dan menjauhi idari ketimpangan dan 

penyimpangan, Allah iSWT telah membekali isyariat dan hukum-hukum iIslam 

agar dilaksanakan dengan ibaik Allah SWT. imensyariatkan perkawinan dan 

dijadikan idasar yang kuat bagi ikehidupan manusia karena adanya ibeberapa nilai 

yang tinggi idan beberapa tujuan utama yang ibaik bagi manusia, imakhluk yang 

dimuliakan Allah SWT. Untuk imencapai kehidupan yang bahagia idan menjauhi 

dari iketimpangan dan penyimpangan, Allah iSWT telah membekali syariat dan 

ihukum-hukum Islam agar idilaksanakan dengan baik.20 

Perkawinan imerupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah 

SWTi. untuk melakukan hubungan antara seorang laki-ilaki dan iperempuan untuk 

 
19 Imam Mawardi, Tesis 2006) " Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Bantul", Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 
20 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 39. 
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mencapai ikemuliaan hidup, ketentraman jiwai, sehingga menimbulkan rasa kasih 

isayang, dan saling mengasihi.21 

iUntuk melaksanakan perkawinan tidak imudah, karena harus memperhatikan 

idan memenuhi syarat dan irukunnya, agar perkawinan tersebut imenjadi sah, serta 

imenimbulkan rasa aman bagi iyang melaksanakannya. Dengan imerujuk pada 

peraturan yang iberlaku, tidak hanya pada ihukum Islam sebagai sumber utama 

sebab ikeabsahan perkawinan bagi umat beraga iIslam, namun juga berpedoman 

ipada peraturan perundang-iundangan yang berlaku. 

Pasal 1 iUndang-Undang Nomor 1 Tahun i1974 tentang perkawinan telah 

imenjelaskan, perkawinan adalah iikatan lahir bathin antara iseorang laki-laki idan 

seorang perempuan sebagai suamii-istri dengan tujuan membentuk ikeluarga 

(rumah tanggai) yang bahagia dan kekal iberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esai. 

Perkawinan adalah isah, apabila dilakukan imenurut hukum masingi-masing 

agamanya dan kepercayaannya iitu (Pasal 2 ayat 1), ayat selanjutnya menyebutkan 

bahwa tiap-itiap perkawinan dicatat imenurut peraturan perundang-undangan yang 

iberlaku (Pasal 2 ayat 2). 

Perkawinan iyang sah menurut ihukum perkawinan adalah perkawinan iyang 

dilakukan menurut tata itertib hukum yang berlaku oleh iagama Islam, 

Kristen/iKatolik, Hindu, dan iBudha.22 

Namun itidak hanya sampai disana, negara mempertimbangkan hal lainnya 

iyang dapat melengkapi perbuatan hukum tersebut, idengan menambahkan tentang 

 
21M. Alhamidy. Islam dan Perkawinan.(Bandung: Al-ma’arif, 1889), hlm 121. 
22 Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm 

26. 
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ipencatatan perkawinan, merujuk kepada iPasal 2 ayat (i1) dan ayat i (2) yang 

imenentukan bahwa suatu perkawinan iharus dilakukan menurut hukum imasing-

masing agamanya dan kepercayaannya idan dicatatkan menurut peraturan 

iperundang-undangan yang iberlaku, maka ketentuan ini merupakan isuatu 

kesatuan yang tidak dapat idipilih keberlakuannya. 

Pada dasarnya dalam ihukum Islam itidak ada iyang mengatur tentang 

pencatatan iperkawinan, baik itu idalam al-Qur’an idan al-iSunnah. Berbeda dengan 

masalah imuamalah terdapat ayat ali-Qur’an yang mengatur tentang 

idiperintahkannya untuk melakukan pencatatan utang ipiutang dalam situasi 

itertentu. Pencatatan perkawinan ibertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

iperkawinan pada masyarakat, ini imerupakan suatu upaya yang idiatur melalui 

perundangi-undangan, untuk menjaga imartabat dan kesucian perkawinan, idan 

terlebih lagi bagi ikaum perempuan dalam rumah tanggai.23 

Pencatatan perkawinan idiberlakukan hampir di semua negara muslim idi 

dunia, meskipun berbeda satu sama ilain dalam penekanannyai. jika ditinjau 

kembali ipada kitab-kitab ifiqih klasik, maka tidak iakan ditemukan kewajiban pada 

pasangan suamii-istri untuk mencatat perkawinannya pada ipejabat negara. Karena 

iperkawinan sendiri telah sah iapabila telah memenuhi syarat dan irukun yang 

ditetapkan oleh hukum isyara, berbeda dengan iperkara muamalah yang dengan 

itegas al-iQur’an memerintahkan untuk imencatatnya, dalam transaksi inon-tunai 

dengan iwaktu yang ditangguhkani.24 

 
23 Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.107 
24 Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2013)hlm.182 
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Keterangan tersebut iterdapat dalam ali-Qur’an surat al-iBaqarah ayat 282, 

idengan potongan ayat Faktubuhu i فَكْتبوه yang berarti i “maka hendaklah kamu 

icatat”. Dengan demikian iadanya ayat yang menjelakan itentang pencatatan dalam 

suatu masalah iyang penting seperti muamalah, imaka ayat tersebut dapat menjadi 

ilandasan hukum dalam pencatatan perkawinan dan ikepemilikan akta nikah, imeski 

perkawinan berbeda masalah dengan imuamalah. Sebab dalam hukum Islam 

imengenal metode Qiyas, iyaitu menyamakan kejadian yang tidak iada nash 

hukumnya dengan kejadian iyang telah ada dalam nash idangan alasan adanya 

persamaan iillat. Oleh ketentuan mengenai ipencatatan perkawinan, imerupakan 

temuan yang baru iditerapkan pada masyarakat imuslim ketika terjadinya 

pembaharuan hukum iperkawinan. 

Pencatatan iperkawinan berfungsi sebagai ketentuan ihukum perlindungan 

hak dan kepastian ihukum, karena dengan iadanya alat bukti yang iautentik tersebut 

dapat dengan mudah imembuktikan perkawinan apabila dibuktikani, baik dengan 

pihak iyang bersangkutan maupun oleh iorang lain. 

iMasyarakat yang memang memahami ipentingnya pencatatan perkawinan, 

serta imengikuti perundang-undangan iyang mengatur tentang perkawinan, akan 

imelakukan semua yang idiatur oleh perundang-iundangan tentang perkawinan. 

Pencatatan iperkawinan akan menjadi salah isatu upaya meningkatkan iketertiban 

dan kenyamanan setiap individu idalam melakukan hubungan hukumi. 

Pencatatan perkawinan ijuga sebagai salah satu iupaya untuk mewujudkan 

rumah tangga yang sakinahi, mawaddah, dan irahmah, menjadi suatu ikeharusan 

dan keniscayaan. Untuk iitu Undang-Undang Nomor i1 Tahun 1974 tentang 
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iperkawinan di Indonesia juga imengharuskan adanya pencatatan perkawinan ibagi 

siapa saja yang hendak iingin melakukan perkawinan.25 

Sebelum iadanya Undang-Undang Perkawinan iNo. 1 Tahun i1974, 

masyarakat telah iberanggapan bahwasannya perkawinan merupakan itransaksi 

individual affair atau urusan ipribadi, dalam hal ini iperkawinan berjalan dengan 

norma iagama yang berlaku bagi imereka yang memang hendak akan ikawin tanpa 

adanya hukum iformal atau aturan pemerintah iyang terlibat di dalamnyai. 

Pemahaman pada masyarakat ibahwasannya perkawinan masih merupakan 

iindividual affair pada masa sekarang dengan itelah munculnya Undang-iUndang 

Perkawinan akan melahirkan iimplikasi buruk dengan terjadinya perkawinan iyang 

tidak sesuai dengan iUndang-Undang dan peraturan iyang berlaku, yang idapat 

mengakibatkan tidak terlindunginya hak idan kewajiban suami-iistri dalam rumah 

tanggai.26 

Ada beberapa ipersoalan hukum yang paling imendasar dari adanya 

pencatatan perkawinan iyang di berlakukan, iadalah sebagai berikut:  

1. Persoalan seleksi icalon mempelai. iDengan adanya pencatatan perkawinan idi 

KUA dapat diketahui iboleh atau tidaknya iperkawinan dilaksanakan secara 

hukum imateril Islam.  

2. Bukti ihukum (Legal Formali). Pencatatan perkawinan oleh iKUA dibuktikan 

dengan pembuatan isalinan akta nikah yang merupakan ibukti terulis 

keperdataan, ibahwa telah terjadi perkawinan iyang sah secara hukum, itidak 

 
25 Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 

hlm 189 
26 Riduan Syahrani dan Abdurrahman. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. 

(Bandung: Alumni, 1978), hlm. 10. 
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ada larangan perkawinan antara ikeduanya dan telah imemenuhi syarat dan 

rukun iperkawinan. Karena itanpa adanya salinan iakta nikah imaka perkawinan 

idianggap tidak ipernah terjadii. Karena isalinan akta inikah imerupakan bagian 

idari syarat ilengkap khusus iuntuk suatu igugatan atau ipermohonan perkara 

iyang diajukan ike pengadilan iAgama sebagai ihukum formil.27 

iDalam KHI iPasal 7 iayat (2) idimungkinkan bagi ipasangan perkawinan 

iyang tidak idapat dibuktikan idenga akta inikah dapat imengajukan isbat inikah ke 

iPengadilan Agamai. Isbat inikah mengandung imakna penetapan iperkawinan 

melalui ipencatatan perkawinan ioleh pejabat iyang berwenang iberdasarkan 

peraturan iPerundangundangan. iPejabat yang iberwenang yang idimaksud adalah 

iPegawai Pencatat Nikah i (PPN) iyang berada idi wilayah ihukum calon imempelai 

yang iakan melangsungkan Perkawinan. 28 

iJadi pada idasarnya isbat inikah adalah ipenetapan atas iperkawinan seorang 

ilaki-ilaki dan iperempuan sebagai pasangan isuami istri iyang sudah dilaksanakan 

isesuai dengan iketentuan agama Islam idengan memenuhi rukun idan syarat kawini, 

hanya saja iperkawinan tersebut terjadi ipada waktu lampau iserta tidak dicatat 

sesuai ipertauran yang berlaku iatau juga memang tidak idihadiri oleh pengurus 

iKUA. 

Juga idijelaskan bagi masyarakat iyang beragamakan Islam yang imemang 

perkawinannya belum itercatat, dapat imenempuh jalan pengajuan isbat inikah ke 

Pengadilan Agama, ketentuan iini tercantum idalam Kompilasi Hukum iIslam Pasal 

 
27 Roihan A. Rasyid. Hukum Acara di Pengadilan Agama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm. 65. 
28 Aden Rosadi. Peradilan Agama Di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum). 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). Hlm. 194. 
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i7 ayat (2) dan ayat (3), idinyatakan bahwa dalam ihal perkawinan tidak dapat 

idibuktikan dengan akta nikah, idapat diajukan iisbat nikahnya ike Pengadilan 

iAgama. Isbat inikah ini hanya idimungkinkan bila berkenaan idengan: 

1. Dalam rangka penyelesaian iperceraian;  

2. Hilangnya iakta nikah;  

3. Adanya keraguan itentang sah iatau tidaknya salah isatu syarat iperkawinan;  

4. Perkawinan iberlangsung sebelum iberlakunya UU iNo. 1 itahun 1974 

tentang iperkawinan;  

5. iPerkawinan yang dilakukan ioleh mereka yang itidak mempunyai ihalangan 

perkawinan imenurut UU iNo. i1 tahun 1974.29 

iIsbat nikah yang idilakukan oleh Pengadilan iAgama karena pertimbangan 

imashlahat bagi umat iIslam. Isbat nikah isangat bermanfaat bagi iumat Islam iuntuk 

mengurus idan mendapatkan hak-haknya iyang berupa isurat-surat atau idokumen 

pribadi yang dibutuhkan idari instansi yang berwenang, iserta memberikan jaminan 

iperlindungan kepastian hukum terhadap ipelaku pengajuan isbat nikah.30 

Namun setelah munculnya iUndang-iundang yang mengatur tentang iisbat 

nikah guna imembantu permasalahan perkawinan dimana ibanyak pasangan suami 

istri iyang ingin mendapatkan akta inikah, ternyata ipermasalahan tidak selesai 

isampai disana, karena iada kendala baru imuncul yang dihadapi Pengadilan iAgama 

untuk melakukan isbat inikah terutama perkawian tidak itercatat dibawah tahun 

1974, yang ipertama mengenai susahnya imembuktikan wali, ipara saksi 

 
29https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan 

perkawinan. pdf  (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 6/01/2023) 
30 https://media.neliti.com/media/publications/258617-isbat-nikah-melegalkanpernikahan-

sirri-435f24f1.pdf (diakses pada: jumat, 04.04/ 6/01/2023) 
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perkawinan, ikarena rata-irata wali dan ipara isaksi perkawinan itelah meninggal 

idunia, ibegitu pula idengan pengajuan iisbat nikah isetelah munculnya 

iUndangUndang yang imengatur hal tersebut ijuga tetap bisa imenjadi kendala ibagi 

mereka yang imengajukan isbat nikah iyang tidak bisa imembawa wali dan ipara 

saksi iperkawinan, idengan munculnya kendala itersebut maka Pengadilan itidak 

mengabulkan permohonan iisbat nikah karena iPengadilan Agama tidak idapat 

memutus perkara itanpa aturan syarat idan rukun yang ijelas. Karena isering 

munculnya kendala iseperti ini menimbulkan para ipihak pengajuan isbat inikah 

melakukan pengulangan ijab iqobul perkawinan, iagar tercatat dan mendapat 

isalinan akta nikahi.  

Penacatatan iperkawinan bertujuan untuk imewujudkan ketertiban 

perkawinan bagi imasyarakat. Ini merupakan suatu iupaya yang diatur melalui 

iperundang-undangan, untuk imelindungi martabat dan kesucian i (mitsaqan 

halidlan) perkawinani.31 Pencatatan perkawinan idan menggunakannya sebagai 

bukti telah iterjadi perkawinan sangat jelas imendatangkan mashlahat bagi 

itegaknya suatu rumah tanggai. Selaras dengan satu ikaidah fiqh, yaitu: 

 

“Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah”32 

 
31  Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 

hlm. 91. 
32 Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1, (Damaskus: Dar 

al-Qalam, 2000), 6. 
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Pemerintah iyang mengatur secara ikhusu tentang pencatatan iperkawinan dan 

isbat nikahi, dalam perspektif metodologi idiformulasikan menggunakan metode 

ifiqh yaitu istislah iatau maslahah mursalahi. Karena dalam ihal ini tidak iada nash 

al-iQur’an dan asi-Sunnah yang ijelas menjelaskan secara ikhusus tentang dua ihal 

tersebut berkaitan idengan perkawinan, namun idilakukan dan diaturnya idua hal 

tersebut imempunyai dampak mashlahat (nilai ipositif) dalam ihal perkawinan, ioleh 

kerena itu imashlahat yang timbul isejalan dengan hukum syara iyang ingin 

mewujudkan kemaslahatan ibagi masnusia.  

Adanya sistem regulasi mengenai pencatatan perkawinan guna mendapatkan 

legalitas dalam perkawinan diharapkan dapat berjalan dan diteima oleh masyarakat 

dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa 

dilaksanakan dengan efektif. Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa efektifitas 

dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh 

masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan dengan baik oleh penegak hukumnya.33 

Menurut Soerjono Soekanto ada lima konsep yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana efektivitas hukum, adapun kelima konsep tersebut adalah : 

1. Perangkat Hukum  

Hukum memiliki fungsi untuk kepastian, kemanfaatan, keadilan. Dalam 

prakteknya di lapangan terjadi banyak pertentangan antara kepastian hukum yang 

sifatnya kongkrit dan nyata tidak terlalu menuai banyak pertentangan, akan tetapi  

keadilan-keadilan yang dipandang abstrak menuai banyak pertentangan, yang 

kemudian memaksa hakim suatu perkara secara penerapan undang-undang saja 

 
33 Achmad Ali, Menguak Teori dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375. 
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maka ada kalanya keadilan tidak diharapkan dan tidak tercapai  oleh sebagian pihak. 

Maka saat melihat permasalahan tentang hukum setidaknya yang menjadi prioritas 

adalah keadilan. Karena hukum tidak cukup jika dilihat dari sudut tertulis saja. 

2. Penegak Hukum 

Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan penting karena jika peraturan 

baik akan tetapi penegak hukum dirasa kurang baik maka akan menjadikan hukum 

yang tidak baik pula, karena hukum sejatinya diidentikan dengan tingkah laku dari 

pada penegak hukum. Sayangnya dalam prakteknya sering timbul persoalan karena 

sikap atau perilaku yang dipandang melewati kewenangan atau perbuatan yang 

dipandang menjatuhkan wibawa serta citra penegak hukum. Ini semua dikarenakan 

kualitas yang kurang memadai dari pada penegak hukum tersebut. 

 

3. Sasaran Hukum  

Menurut suerjono soekanto untuk menjadikan hukum yang tegak dan adil, maka 

penegakan hukum harus ditopang dengan perangkat keras dan lunak yang memadai, 

menurut beliau para penegak hukum tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal 

jika sarana dan prasarananya tidak mendukung. Maka dari itu fasilitas penegakan 

hukum sangatlah penting untuk menopang para penegak hukum untuk menjalankan 

tugasnya dengan maksimal dan menyerasikan antara peran yang seharusnya dengan 

peran yang aktual. 

4. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Kesadaran hukum adalah hal yang timbul dan berkembang dimasyarakat, adanya 

kesadaran hukum adalah agar terciptanya hukum yang efektif dan mencapai 
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kedamaian yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dalam lapisan masyarakat 

tentunya memiliki perbedaan kesadaran hukum dan yang menjadi persoalan adalah 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Persoalan yang timbul adalah seberapa 

patuh masyarakat tersebut, apakah tinggi, sedang, atau bahkan kurang. Adanya 

derajat dan pengklasifikasian kepatuhan terhadap hukum ini merupakan salah satu 

indikator berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat. 

5. Kebudayaan  

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum dalam 

sebuah negara. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang 

dianggap baik, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar yang digunakan 

dalam pembetukan hukum, baik hukum positif ataupun hukum yang tidak tertulis. 

Dalam pembentukan hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar hukum adat, agar hukum yang dibentuk tersebut bisa diterima dan dipatuhu 

oleh masyarakat secara efektif. 

 Kelima konsep tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena 

hal tersebut merupakan tolak ukur dari efektifnya suatu hukum dalam masyarakat. 

Lima konsep yang telah disebutkan diatas merupakan hal pokok yang saling 

berkaitan satu dengan yang lainya secara erat sebagai tolak ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, yang menjadi sentralnya adalah unsur 

penegakan itu sendiri. Karena pembuatan suata hukum tertulis disusun oleh 

penegak hukum, dalam penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum, serta 
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penegakannyapun dilakukaan oleh penegak hukum, dan penegak hukum pun 

merupakan panutan dan cerminan masyarakat umum.34 

 

 
34 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007),  hlm. 5-53. 


